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I. Kendala lndustri Kebun Kelapa Sawit 

Dalam rnelaksanakan pendirian kebun kelapa sawit banyak ha1 yang 

menjadi kendala, diantaranya adalah perijinan yang cukup lama sekitar 2 tahun, 

lnfrastuktur seperti jalan, pelabuhan yang tidak memadai, otonomi daerah yang 

menyebabkan terjadinya adanya pungutan-pungutan liar, tidak adanya kepastian 

hukurn (seperti tanah yang terkena claim), gangguan sosial seperti premanisme 

dan pencurian TBS, adanya isu perusakan lingkungan (NGO), pabrik-pabrik 

tanpa kebun (pencurian TBS), pungutan ekspor, riset kelapa sawit, misalnya 

pengetahuan bibit dan teknologi yang belum memadai, sumber pendanaan yang 

terbatas, dan BBG sebagai komponen utama industri pupuk. 

Ii. Kebutuhan Pendanaan 

Dalam pembukaan kebun baru, perlu adanya kejasama antara swasta, 

pemerintah (swadaya), ataupun petani yang perlu dibantu. Selain itu perlu juga 

dilakukan peremajaan kebun tua yang menjadi prioritas utarna. Oleh karena itu 

dibutuhkan pendanaan khusus untuk pernbangunan kebun petani (baru dan 

perernajaan). 

Adapun pendanaan dalam pembangunan perkebunan sawit dapat 

diperoleh dari berbagai macam sumber diantaranya program pembiayaan (bunga 

tetap, tenor panjang), swadaya masyarakat murni (terbatas), pinjaman inti 

(terbatas), dan kredit komersial dalam dan luar negeri. Sebagai contoh program 

pembiayaan yaitu PBSN (Perkebunan Besar Swasta Nasional), Pir-Trans 

(Perkebunan Inti Rakyat-Program Transmigrasi), dan KKPA atau Kredit Koperasi 

Primer kepada Anggotanya. 

2.1. Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) 

Program ini dirnulai pada akhir dekade 70-an, didirikan dengan tujuan 

untuk membuka wilayah-wilayah yang terpencil, membuka kesempatan keja 














